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huruf b

Pemasukan Kendaraan Bermotor untuk dikeluarkan kembali
dari wilayah kepabeanan Indonesia merupakan impor
sementara yang dimaksudkan untuk diekspor kembali sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan, contoh:

1. kendaraan yang dibawa oleh wisatawan;

2. kendaraan yang digunakan teknisi, wartawan, tenaga ahli;
dan

3. kendaraan proyek yang digunakan sementara waktu yang
pada saat pengimporannya telah jelas bahwa barang
tersebut akan diekspor kembali.

huruf c
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor

(kendaraan bekas) bukan merupakan objek BBNKB, sehingga
tidak terutang BBNKB

ayat (3)

Cukup jelas
ayat (4)

Cukup jelas
ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas
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ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan
hukum antara orang pribadi atau 91 badan dengan alat berat
yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau
dokumen yang sah meliputi invoice/ faktur penjualan/bukti
jual beli kepemilikan. * Yang dimaksud dengan “penguasaan”
adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik alat berat oleh
orang pribadi atau Badan dengan bukti penguasaan yang sah
menurut ketentuan perundang-undangan meliputi bukti
kontrak sewa, perjanjian sewa-beli, dan sebagainya
ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
ayat (1)
Contoh:

Misal, berdasarkan pendataan oleh Provinsi A didapati bahwa
pada tanggal 1 April 2025, Tuan X yang berlokasi di Provinsi A,
memiliki 100 Alat Berat sejak 15 Januari 2025. Dari jumlah tersebut:
1. sebanyak 20 Alat Berat disewakan kepada Tuan Y dan
dipergunakan di Provinsi B mulai tanggal 1 Februari 2025 sampai
dengan 1 Desember 2025; 2. sebanyak 70 Alat Berat disewakan
kepada Tuan Z dan dipergunakan di Provinsi A mulai tanggal 1 Maret
2025 sampai dengan 1 Februari 2026; dan 3. 92 sisanya sebanyak
10 Alat Berat belum disewakan dan berada di Provinsi A.
Berdasarkan kondisi tersebut, Gubernur Provinsi A dapat
menetapkan besaran PAB terutang untuk 80 Alat Berat untuk Tuan
X yaitu 70 Alat Berat yang disewakan kepada Tuan Z dan 10 Alat
Berat yang belum disewakan, untuk jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal 15 Januari 2025, Di sisi lain, Provinsi B
melakukan pendataan dan didapati bahwa pada tanggal 1 April
2025, terdapat 20 Alat Berat yang disewa oleh Tuan Y tersebut di
atas. Untuk itu, Gubernur Provinsi B dapat menetapkan besaran
PAB terutang untuk 20 Alat Berat yang disewa Tuan Y sebagai Wajib

Pajak untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 1
Februari 2025.
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ayat (2)

Cukup jelas
ayat (3)

Contoh:

Atas suatu Alat Berat yang dikuasai oleh PT Z di wilayah
Provinsi A, Gubernur Provinsi A menerbitkan SKPD atas PAB
terutang sejak tanggal 1 April tahun 2025 untuk jangka waktu 12
(dua belas) bulan berturut-turut hingga 31 Maret 2026. Dalam hal
terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat ke wilayah
Provinsi B sebelum tanggal 1 93 April 2025, maka Alat Berat
dimaksud tidak dikenakan PAB oleh Provinsi B. Selanjutnya, atas
Alat Berat dimaksud baru dapat dikenakan PAB pada tanggal 1
April 2026 untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya oleh
provinsi tempat penguasaan Alat Berat dimaksud.

ayat (4)
Cukup jelas
ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 22

Objek dari PBBKB termasuk juga Pajak atas penggunaan bahan
bakar Kendaraan Bermotor termasuk genset, mesin industri serta
mesin kapal, dan Alat Berat.

Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan

oleh produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis atas
bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:
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Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29
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1. Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan
Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar
untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS),
Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Gas (SPBG), yang akan menjual BBM kepada konsumen
akhir (konsumen langsung);

2. Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan
bermotor. Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri
maka produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis
wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
yang digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya.
Produsen dan/atau importir atau nama lain sejenis tidak
mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas
penjualan bahan bakar minyak untuk usaha industri. Dalam
hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan
antarpenyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk
dijual kembali kepada lembaga penyalur dan/atau konsumen
langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur
dan/atau konsumen langsung.

Ketentuan ini tidak mengecualikan produsen dan /atau importir

bahan bakar Kendaraan Bermotor untuk digunakan sendiri, dari
kewajiban membayar PBBKB.

Cukup jelas
Cukup jelas

ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Cukup jelas
ayat (4)
Bobot Air Permukaan dihitung dengan menggunakan

indikator-indikator yang menunjukkan dampak
pengambilan/pemanfaatan Air Permukaan terhadap lingkung
ayat (5)

Cukup jelas

arn.
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Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Cukup jelas
ayat (3)
Contoh:
Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di
wilayah provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan
air permukaan dari hulu sungai X. Hulu sungai X sendiri
berada di wilayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah
provinsi B. Atas pegambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan

pemungutan PAP adalah provinsi B.
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas
Pasal 36

Cukup jelas
Pasal 37

Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39

Cukup jelas
Pasal 40

Cukup jelas
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Pasal 41

ayat (1)
Contoh Penghitungan:
Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X
di wilayah Provinsi S melakukan 100 pengambilan MBLB
dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp
500 juta. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X
sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda
PDRD Provinsi S sebesar 25%. Maka dalam SPTPD Pajak MBLB
yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai
berikut: a. Pajak MBLB terutang = 20% x Rp 500.000.000 = Rp
100.000.000. b. Opsen Pajak MBLB terutang = 25% x Rp
100.000.000 = Rp 25.000.000. Total Pajak MBLB dan Opsen
Pajak MBLB terutang = Rp 125.000.000. Pajak MBLB menjadi
penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X, sedangkan
Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah
Provinsi S.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

ayat (1)
Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat
timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun,
untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya
pajak dapat terjadi pada: a. suatu saat tertentu, misalnya
untuk BBNKB; b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBBKB;
atau c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PKB.
Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan
yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan
yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)
Cukup jelas
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Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47
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ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2) . .
Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi
ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi
pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi 103 ketentuan di
bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok
ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah
dan dapat disinergikan dengan instansi pemerintah pusat yang
melaksanakan pemungutan cukai. Penggunaan -hasﬂ
penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang
cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal
diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau
tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

ayat (1)
Cukup jelas

ayat (2)
Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas

ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Gubernur
dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru
merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam
Perda.

Contoh: Pada tahun 2025, RSUD X pada Provinsi Y menyediakan
pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan

pelayanan konservasi gigi, Pelayanan tersebut ditetapkan dalam
Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:
Perda PDRD;

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
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Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

-58-

1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi 105
Pada tahun 2027, RSUD X pada Provinsi Y memiliki inovasi
dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelaynan
farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari
pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi
atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Provinsi Y
menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah
ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan
menetapkan Peraturan Gubernur sebagai berikut:

Peraturan Gubernur:
1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
1.2. rincian pbjek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah.
ayat (5)
Cukup jelas
ayat (6)
Cukup jelas
ayat (7)
Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan
bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan
barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi: 1. mobil
penumpang; dan 2. mobil bus. Kendaraan bermotor angkutan barang
meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas

Cukup jelas
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Pasal 56

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan”
adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. 115 Contoh
tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang
disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi
dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau
dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan

sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.
Pasal 61

Cukup jelas
Pasal 62

Cukup jelas
Pasal 63

Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65

Cukup jelas
Pasal 66

Cukup jelas
Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

ayat (1)

penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai operasional

dari pelayanan yang diberikan, misalnya biaya honor,
konsumsi, peralatan, dan lain-lain.

ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71

Pasal 72
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ayat (3)

Cukup jelas

Cukup jelas

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 69 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:

a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian
dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;

b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim
berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. c¢. hasil BGS/BSG berupa kontribusi
tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim
yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

c. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan
infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan
(clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

ayat (8)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

|
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